BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat

menyimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Setelah Berlakunya Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di
Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Kerapatan
Adat Nagari Sarilamak berkeduduakan sebagai fasilitator, karena
organisasi adat yang diakui oleh pemerintah hingga hari ini masih tetap
Kerapatan Adat Nagari (KAN), meskipun dalam Undang-Undang yang
lebih tinggi organisasi adat yang diakui adalah lembaga peradilan adat.
Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga berkedudukan sebagai lembaga
permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi dalam pemerintahan
nagari. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh Bapak Syaiful Dt.
Ajo Bosa Nan Kuniang sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Kenagarian Sarilamak yang saya wawancarai pada tanggal 15 Januari
2023

2. Selain menyelesaikan sengketa mengenai harta pusaka, Kerapatan Adat
Nagari (KAN) Kenagarian Sarilamak juga melakukan kegiatan pelatihan,
dan sosialisasi mengenai adat istiadat untuk melestarikan adat dan budaya

di Kenagarian Sarilamak. Dalam melakukan kegiatan pelatihan, kegiatan
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dan sosialisasi, Kerapatan Adat Nagari (KAN) mendapatkan kendala

dalam segi pendanaan. Hal ini terjadi karena kurangnya anggaran dana

nagari untuk melaksanakan pelatihan, kegiatan dan sosialisasi tentang adat
istiadat ini.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam
menyusun Peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari Sarilamak,
Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

a. Membentuk Peraturan Nagari bersama Wali Nagari dan BAMUS.

b. Melakukan pembahasan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari dan
BAMUS.

c. Menyediakan forum komunikasi dalam Pemerintahan Nagari
Sarilamak, dan melakukan pengawasan serta pelaksanaan terhadap
adat istiadat dan budaya di Nagari Sarilamak.

B. SARAN

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan, maka penulis

bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi

lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Agar Pemerintahan Nagari Sarilamak membuat pelatihan, bimbingan atau
pembinaan terhadap pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta Niniak
Mamak dapat dilaksanakan tanpa hambatan supaya adat istiadat di Nagari

Sarilamak tetap terjaga dari generasi ke generasi.
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2. Agar Pemerintahan Nagari Sarilamak dapat menyediakan dana khusus
untuk kelancaran dalam melaksanakan pelatihan, kegiatan serta sosialisasi
mengenai adat istiadat di Nagari Sarilamak.

3. Agar Pemerintahan Nagari Sarilamak tetap melibatkan Kerapatan Adat
Nagari (KAN) dalam membuat dan membahas Peraturan Nagari bersama
Kapalo Nagari dan BAMUS, karena Kerapatan Adat Nagari (KAN)
merupakan lembaga yang memiliki banyak interaksi dengan masyarakat

Nagari Sarilamak.
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